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PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK: -

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, bersih, indah,
nyaman dan tentram di Kabupaten Blora, perlu pengaturan di bidang
ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana
umum beserta kelengkapannya. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan
ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata nilai kehidupan
masyarakat. Pengaturan mengenai ketertiban umum sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Blora Nomor 6
Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dan dinamika masyarakat,
sehingga perlu diganti. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; Peraturan Pemerintah



CATATAN:

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara
Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Blora Nomor
6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketertiban Umum dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Ruang lingkup perda ini meliputi tertib jalan, tertib jalur hijau, taman dan
tempat umum, tertib sungai, saluran air dan sumber air, tertib usaha,
tertib lingkungan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib sosial,
terbib penyelenggaraan alat peraga dan tertib kawasan rokok. Peran Serta
Masyarakat, ketentuan pidana .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari
2017.
Penjelasan: 6 him.



